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ABSTRAK 
Muh Abraham (B11110024) “Efektivitas Pembinaan Narapidana Di 
Ruah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto”., di bawah 
bimbingan Bapak A. Pangerang Moenta selaku Pembimbing I dan 
Bapak Muh. Hasrul selaku Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pembinaan 
Narapidana Di Rumah Tahanan Negara KElas IIB Kabupaten Jeneponto 
dan untuk mengetahui Faktor-faktor yyang mempengaruhi Prosese 
Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Jeneponto.  
 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Kabupaten Jeneponto. Data yang diperoleh adalah data primer dan data 
sekunder melalui penelitian lapangan, wawancara narasumber, dan 
penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
deskriptif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, Proses Pembinaan Narapidana Di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto belum berjalan 
efektif. Proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Rutan Jeneponto 
sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderah Departeman 
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan PP No 58 Tahun 1999, 
dan berjalan sejak puluhan tahun lalu adalah salah satu upaya untuk 
mengurangi tingkat kriminalitas yang masih sering terjadi di Jeneponto. 
Faktor lainnya adalah kafasitas yang tidak memadai, saat ini warga binaan 
yang berjumlah 71 orang yang sedangkan normalnya hanya dapat 
menampung 42 orang. Dari hasil pengamatan, faktor kebudayaan 
masyarakat Jeneponto juga menjadi salah faktor utama yang 
mengakibatkan proses pembinaan  belum bisa dikatakan telah berjalan 
efektif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan merupakan 
pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat 
bagi rakyat Indonesia yang dalam pelaksanaanya dapat diukur antara lain 
dengan melalui kacamata sejauh mana penegak hukum memperlakukan 
mereka yang melanggar hukum. 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung baru akan merasakan 
keberadaan hukum jika kita melihat cara kerja para penegak hukum. 
Misalnya pihak kepolisian, kejaksaan, dan para penegak hukum lainya, 
yang memutuskan sesuatu atau hukuman yang dijatuhkan kepada 
seseorang yang telah berurusan dengan hukum. Sedangkan jika kita 
mencoba menganalisa maksud dari keberadaan hukum dalam lingkungan 
masyarakat adalah menjaga interaksi yang lahir di masyarakat, artinya 
hukum selain memberi sanksi pada pelanggaranya juga bertujuan untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran baru. 
Saat ini mulai dari media online hingga media cetak, pemberitaan 
selalu saja diramaikan oleh berita pelanggaran hukum yang didominasi 
oleh kasus-kasus dalam hukum pidana. Mulai dari kasus kekerasan, 
pencurian, hingga kasus-kasus yang melibatkan banyak pejabat negara 
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yang notabenya mereka adalah kalangan yang dianggap paham tentang 
hukum. 
Dalam upaya memberi penyadaran kepada para pelaku tindak 
pidana, maka sejak puluhan tahun lalu dibentuk sistem pemasyarakatan 
yang sebelumnya dinamakan sistem pemenjaraan. Kita mengenal 
beberapa tempat bagi mereka yang telah melanggar hukum, salah 
satunya adalah Rumah Tahanan Negara atau disingkat Rutan sebagai 
salah satu dari beberapa lembaga yang oleh Undang-undang diberi 
wewenang untuk merawat mereka yang sedang menjalani proses 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pada 
saat menjalani proses ini mereka berstatus  tersangka oleh hukum yang 
menurut hukum beberapa hak kemanusiaan mereka diambil. Selain itu, 
juga mampu memberi efek positif terhadap kondisi kejiwaanya, serta 
menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi 
perbuatanya. 
Selain itu, sebagai upaya yang sama terdapat juga Lembaga 
Permasyarakatan atau disingkat Lapas adalah tempat pembinaan 
narapidana dan anak didik permasyarakatan.1 Merupakan tempat 
narapidana hilang kemerdekaan saat menjalani proses pembinaan. 
Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga 
binaan menjadi warga negara yang baik, juga diharapkan mampu 
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Pasal 1 ayat 1Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata 
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara  
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mencegah kemungkinan diulanginya tindak kejahatan, serta merupakan 
perwujudan nilai-nilai yang tercantum dalam pancasila sebagai idiologi 
Negara Indonesia.                                                                                                          
Dari penjelasan singkat di atas, seorang tersangka atau terdakwa 
akan menjalani proses hukuman di rutan, sedangkan lapas adalah tempat 
para narapidana menjalani pembinaan. Namun pada pelaksanaannya, 
terdapat juga narapidana yang menjalani proses pembinaan di rutan, 
begitupun sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karna beberapa alasan, salah 
satunya adalah kapasitas lapas yang tidak memadai jika harus 
menampung semua narapidana. 
Konsekuensinya adalah petugas harus jauh lebih profesional lagi 
dalam menjalankan tugas, jangan sampai proses pembinaan kepada 
narapidana diberikan juga kepada tersangka atau terdakwa atau malah 
sebaliknya, artinya adalah petugas rutan tidak lagi memperhatikan 
pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia para 
warga binaan, akhirnya muncul asumsi bahwa konflik antar warga binaan 
akan lebih mudah timbul. Begitupun dengan keberadaan narapidana di 
tengah-tengah terangka atau terdakwa dalam rutan, sekalipun menurut 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 
Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
Negara menjelaskan tentang persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki 
oleh narapidana dan tahanan. 
Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata 
untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia/individu dapat 
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menikmati hak asasi manusianya. Manusia yang merupakan satu pribadi 
yang utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati 
diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya 
sendiri lepas dari orang lain.2 Artinya, keberadaan mereka dengan 
mengemban status sebagai warga binaan di rutan tidak menghilangkan 
hak asasi manusia yang telah melekat pada tubuh mereka. 
Proses pembinaan yang pada dasarnya bertujuan untuk membina, 
membimbing, serta mendidik para warga binaan dan diharapkan mampu 
merubah pola fikir hingga perilaku narapidana saat menjalani proses 
pembinaan hingga pada saat mereka di bebaskan. Dalam hal ini peran 
petugas lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan keaktifannya, sebab 
merekalah yang setiap hari berinteraksi langsung dengan para tahanan 
yang mengatur dengan baik jadwal kegiatan yang produktif untuk warga 
binaan. Efektivitas pembinaan ini baru akan bisa terlihat jika masa 
penahanan telah berakhir atau paling tidak keamanan dalam rutan tetap 
terjaga stabilitasnya. Sebagai contoh, proses pembinaan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto yang juga diharapkan 
menjunjung tinggi prinsip dasar pembinaan yakni membina, membimbing 
serta mendidik warga binaan, ternyata bukan jaminan dapat menghasilkan 
warga binaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini bisa kita lihat dari 
masih sering terjadi perkelahian antara warga binaan, yang petugas pun 
tidak mampu mengidentifikasi dengan baik penyebabnya. Sedangkan 
                                                           
 
2
 Mansyur Effendy. 1993. Hak Asasi Manusia. Malang. Ghalia Indonesia 
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pada saat setelah kejadian, petugas banyak menemukan benda tajam 
yang digunakan sebagai alat untuk berperang.  
Masalah lain yang juga masih muncul adalah ada kekerasan yang 
dilakukan oleh petugas rutan terhadap warga binaan baru, dan kekerasan 
yang dilakukan oleh warga binaan senior yang dianggap sebagai salah 
satu syarat untuk bergaul dengan baik selama menjalani proses 
pembinaan. 
Kondisi tersebut menunjukan bahwa segala macam pelanggaran 
hukum harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi 
pemidanaan. Berikut merupakan dasar pertimbangan saya untuk 
menjadikan efektivitas hukum pembinaan narapidana di rumah tahanan 
sebagai objek penelitian. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Jeneponto? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses Pembinaan 
Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Jeneponto? 
 
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
6 
a. Untuk mengetahui proses Pembinaan Narapidana di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Kabupaten Jeneponto. 
2. Manfaat Penelitian 
Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini 
diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis dalam upaya 
pengembangan teori-teori hukum, khususnya dalam bidang hukum 
masyarakat dan pembangunan serta teori tentang proses pembinaan 
narapidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 
konstribusi yang baik kepada para aparat penegak hukum, khususnya 
kepada Institusi Rumah Tahanan Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Alur Pemikiran Dalam Hukum  
Perkembangan pemikiran tentang hukum berakar pada beberapa 
aliran, yaitu : 
1. Aliran Positivisme Hukum 
 Menurut Aliran Hukum Positivisme, pemahaman tentang hukum 
adalah analisis putusan pengadilan semata-mata. Praktik kehakiman oleh 
masyarakat seringkali dipandang sebagai penerapan undang-undang 
pada perkara-perkara konkret secara rasional belaka, pandangan inilah 
yang tengah disebut sebagai aliran legalisme atau logisme. Dalam 
pandangan logisme atau positivisme, undang-undang kerap sekali 
dianggap benda yang keramat, ia merupakan sebagai suatu sistem yang 
logis bagi suatu penerapan dan penyelasaian suatu perkara, karna 
sifatnya yang rasional. Positivisme hukum yang mendapat pengaruh dari 
aliran filsafat positivisme pada abad ke-19, lalu pada abad ini pula aliran 
ini mulai berkembang. 
H.L.A.HART, telah memberikan ciri utama positivisme dalam 
hukum, yakni: 
a. The law are command of human being (Anggapan bahwa 
undang-undang adalah perintah-perintah manusia). 
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b. That three is no necessary connection between law and 
morals, or law as it is and law as it ought to be (Anggapan 
bahwa tidak adanya hubungan antara hukum dengan moral 
atau hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya). 
c. Anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-
konsepsi hukum harus di bedakan dari penelitian sosiologis 
atau penelitian asal-muasal adanya undang-undang. 
d. Sistem hukum adalah sistem yang logis, tertutup, artinya 
putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan 
cara yang logis.3 
Prinsip utama menurut aliran positivisme adalah hanya peraturan 
perundang-undangan yang disebut hukum dan tidak mengakui adanya 
hukum kebiasaan ini melihat hukum semata-mata sebagai norma atau 
kaidah. Jika penganut aliran hukum lain menganggap bahwa hukum 
selalu berisikan keadilan dan moral, maka dalam aliran hukum positivisme 
menyatakan dengan tegas bahwa “tidak ada kebutuhan untuk 
menghubungkan antara hukum dan moral, hukum sebagaimana 
diundangkan, ditetapkan, positum, harus selalu dipisahkan dari hukum 
yang seharusnya diciptakan, yang dinginkan”.4 
Ajaran positivism telah melahirkan teori sistem, yaitu teori yang 
menyatakan bahwa hukum adalah hukum adalah suatu stelsel dari aturan 
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yang berkaitan satu sama lain secara organis dan secara piramida dari 
norma-norma yang terbentuk secara hirarkis.  
2. Aliran Hukum Murni 
Menurut asal-usulnya Aliran Hukum Murni merupakan 
pemberontakan terhadap ilmu hukum ideologik, yang hanya 
mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara 
totaliter. Ajaran hukum murni ini merupakan tentang hukum positif, suatu 
ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tengtang hukum yang 
seharusnya ada.   
Ajaran ini menghendaki agara ajaran hukum dibersihkan 
(dimurnikan dari anasir-anaris yang tidak yuridik seperti sosiologis, politis, 
filosofis, historis, ekonomik, dan lain-lain. Ajaran hukum murni 
menghendakin hukum sebagai norma yang menjadi obyek ilmu hukum, 
kemudian perilaku merupakan obyek sosiologi hukum. 
3. Aliran Realisme Hukum  
Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika 
antara lain Karl Lewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), Hakim 
Agung Oliver Wendell Holmes (1841-1935) dan ahli Hukum Skandinavia. 
Para ahli realis meninggalkan pembicaraan hukum yang abstrak 
dan tidak menyibukkan diri dengan pertanyaan falsafah hukum, tetapi 
mempergunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan ; Hukum 
adalah apa yang dibuat oleh para hakim‟. Menurut kaum realis, hakim 
lebih layak disebut „pembuat hukum‟ dari pada penemu hukum. 
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Pada abad 19-20 pengaruh aliran filsafat sangat dominan, 
khususnya fisafat prakmatis, yaitu suatu aliran filsafat yng menekankan 
orientasi kepada masyarakat. Di dalam bidang filsafat hukum 
mengakibatkan pergeseran perhatian dari dunia teori yang mendominasi 
pemikiran filsafat sebelumnya ke arah dunia praktek. Sehingga pemikir 
hukum yang berada di belakang aliran filsafat hukum ini disebut „Pemikir 
Hukum Realis  Pragmatis‟, yaitu aliran pemikiran yang menitik beratkan 
perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
Menurut Oliver Wendell Holmes dalam karangannya „The Path Of 
Law’ (Sistem Hukum), menyatakan bahwa hukum bukanlah apa yang 
tertulis tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan, 
aliran hukum realisme ini menjadi dasar sistem hukum „Anglo Saxon 
Amerika’. 
4. Aliran Sosiologis 
Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial 
dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, 
karenanya perkembangan hukum beriringan dengan perkembangan 
masyarakat. Perkembangan hokum merupakan refleksi dari 
perkembangan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hammaker, Augen 
Ehrlich dan Max Weber. 
Hammaker berpendapat, bahwa hukum itu bukan suatu himpunan 
norma-norma, bukan himpunan peraturan-peraturan yang memaksa orang 
berkelakuan menurut tata tertib masyarakat, tetapi suatu himpunan 
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peraturan-peraturan yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya 
dengan orang lain di dalam masyarakat itu.  
Eugen Ehrlich, sebagai pendasar sosiologi hukum, mengajukan 
konsep tentang hukum yang hidup, sebagai peraturan tingkah-laku yang 
dipakai anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Hukum 
ini tidak ditemukan dalam bahan-bahan hukum formal, melainkan di 
luarnya yaitu di dalam masyarakat. Sehingga, faktor masyarakat menjadi 
sangat penting untuk mengetahui efektivitas hukum masyarakat.  
Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oelh 
negara, karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan, tetapi 
terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan 
goongan-golongan dalam masyarakat.5 
Konsep hukum di Indonesia yang dikuasai oleh ajaran hukum 
normatif yang bersumber dari mazhab positivisme hukum yang untuk 
membuat definisi yang tepat menganenai hukum tidaklah mudah, amat 
sangat tergantung dari siapa yang mendifinisikanya dan dari sudut mana 
mereka melihatnya. Kaum cerdik pandai (Ontwikkelde leek) mengatakan 
bahwa hukum itu adalah undang-undang yang membosankan dan sangat 
terlalu banyak, berlainan satu sama lain. Dengan memperhatikan undang-
undang mereka tidak bisa memberikan definisi tentang hukum. Kaum 
gelandangan (the man in the street). melihat hukum itu sebagai suatu 
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yang konkret berupa polisi, jaksa, hakim, dan pejabat yang mengatur 
masalah gelandangan. Bagi mereka hukum itu adalah nyata karna mereka 
sendiri yang merasakanya, dirasakan bagaimana mereka  ditertibkan oleh 
Kamtibnas, dibawa kekantor polisi, jaksa malah dihadapkan di pengadilan 
(hakim).6 
Sangat sulit untuk memberi perbedaan yang jelas antara bidang 
ilmu hukum dengan bidang ilmu lainnya, sebab sifatnya yang secara 
alamiah lalu akan saling mengisi satu sama lain. Jika kita mengarah pada 
ilmu hukum kita akan menemukan dua unsur : Pertama, sebuah tindakan 
atau serangkain kejadian yang berlangsung pada waktu dan tempat 
tertentu, yang bisa dipahami oleh indra kita, sebuah pengejawantahan dari 
perbuatan manusia. Kedua, makna hukum dari tindakan ini, yakni makna 
yang disimpulkan dari tindakan itu oleh hukum.7 Kedua unsur diatas, 
menjelaskan bahwa ada proses yang berjalan dan itu akan sampai pada 
kesimpulan yang bermakna hukum. 
Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa dengan baik agar 
dapat mengetahui perbedaan dari setiap bidang ilmu yang berkembang di 
masyarakat. Di sinilah fungsinya mempelajari teori-teori hukum, sebagai 
sebuah teori ia akan berupaya menjawab pertanyaan apa dan bagaimana 
hukum itu ada. Kehadiran teori ini tidak mengacu pada satu tatanan 
hukum saja, namun ia merupakan teori tentang hukum positif umum, 
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artinya dia tidak membahas tentang bagaimana hukum positif nasional 
ataupun hukum positif internasinal saja, namun teori ini menyajikan 
penafsiran yang dapat membahas secara teoritis. 
 
B. Sistem Pemidanaan Indonesia 
Sistem pembinaan kepada narapidana di Indonesia dalam 
pelaksanaanya dinamakan dengan sistem pemasyarakatan yang dicetus 
dan diaplikasikan sejak tahun 1964 , namun pengaturan mengenai sistem 
tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat 
aturan penduduknya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Sistem pemidanaan di indonesia yang merujuk pada satu konsep 
hukum yakni ketentuan normatif suatu perundang-undangan, dan Hukum 
Acara Pidana yang merupakan ketentuan normatifnya. Sistem 
pemidanaan yang menganut konsep bahwa kasus  pidana merupakan 
sengketa antara individu dengan masyarakat, dan sengketa itu akan 
diselesaikan oleh Negara sebagai wakil dari masyarakat.8 
Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau 
ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari ancaman riil atau 
potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosioal. Dengan demikian 
kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga 
merupakan masalah sosial. Seperti menurut Saparinah Sali dalam prepsi 
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sosial mengenai perilaku menyimpang: “kejahatan atau tindak kriminal 
merupakan salah satu bentu dari perilaku menyimpang”. 9 
Suparlan dalam Kamus Istilah Kesejahteraan bahwa : “Pembinaan 
merupakan segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, 
pengorganisasian, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan 
pengawasan suatu pekerja efektif dan efesien untuk mencapai tujuan 
dengan hasil yang maksimal mungkin”.10 Sistem pemasyarakatan 
berutujuan untuk membina warga binaan untuk membentuk karakter yang 
lebih baik sebelum mereka bebas atau kembali dalam lingkungan 
masyarakat. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbiki diri, sehingga dapat 
diterima kembali oleh linkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang 
baik dan bertanggung jawab. 
Proses pembinaan ini haruslah melalui pendekatan pembinaan 
mental, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai 
warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi 
pembangunan bangsa, mereka juga dibri bekal keterampilan agar mereka 
dapat mandiri. Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, 
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diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam 
masyarakat.  
1. Paradigma Sistem Pembinaan Narapidana 
Hampir seluruh kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan 
pidana di Indonesia itu berakhir di penjara, padahal penjara bukanlah 
satu-satunya solusi dalam upaya menghilangkan masalah-masalah 
kejahatan, misalnya dalam masalah pengerusakan, masalah ini 
sebenarnya masih dapat diselesaikan secara damai, sebelum 
ditindaklanjuti oleh aparat. Sederhananya, pelaku bisa dimintai bentuk 
pertanggung jawaban berupa ganti rugi oleh korban. 
Berkaitan dengan masalah yang masih bisa diatasi oleh pelaku dan 
korban sendiri, masyarakat pada dasarnya menginginkan bagi pelaku 
diberi pelayanan yang bersifat rehabilitatif, dengan harapan pelaku akan 
mengakui kesalahannya sebelum diberi sanksi hukum. 
2. Perwujudan Konkret Proses Rehabilatasi dan Reintegrasi   Sosial 
Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi dasar bagi 
pengembangan beberapa program pembinaan narapidana sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, program tersebut meliputi: 
a. Asiminasi  
Dalam asiminasi dikemas dengan berbagai macam bentuk 
program, salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi 
kepada narapidana. 
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b. Reintegrasi Sosial 
Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam program, 
diantaranya: 
a. Pembebasan bersyarat adalah pembebasan dengan berbagai 
syarat kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga 
selama masa pidananya, dimana dua pertiga ini sekurang-
kurangnya selama seribu bulan. 
b. Cuti menjelang bebas, pemberian cuti kepada narapidana yang 
telah menjalani dua pertiga narapidananya, dimana masa dua 
pertiga itu sekurang-kurangnya selam sembilan bulan. 
 
C. Rumah Tahanan Negara  
Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disingkat Rutan 
merupaka tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan11. Rutan 
merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementrian Hukum  dan 
Hak Asasi manusia (dulu kementrian Kehakiman) sesuai dengan PP No. 
58 Tahun 1999 yang ada pada dasarnya bertujuan untuk membina, 
mendidik dan diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahnya, agar dapat 
kembali diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta 
mengembangka fungsi sosialnya melalui peran aktif mereka dalam 
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pembangunan. Rutan yang dibentuk oleh Menteri disetiap kabupaten atau 
kota yang juga berperan sebagai pelaksana tugas mengayomi dan 
merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. 
Secara sederhana, rutan merupakan tempat tersangka atau 
terdakwa ditahan sementara sebelum putusan dikeluarkan oleh 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menghindari tersangka 
atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. 
Tersangka atau terdakwa akan ditahan selama perjalanan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. 
Dengan adanya Surat keputusan Menteri Kehakiman 
No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga tertentu 
sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi 
Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Pelaksanaan pembinaan juga sama 
persis dengan yang ada dalam Lapas, tetap mengacu pada UU No.12 
Tahun 1995, sekalipun pembinaan narapidana di Rutan ini tidak ada 
aturan yang mengaturnya. 
Dalam menjalakan tugas dengan tuntutan profesionalisme, petugas 
harus memiliki kemampuan yang mampu menopang terbinanya hubungan 
emosional yang baik antara petugas, narapidana dan tersangka atau 
terdakwa. Maka dari itu, agar dapat menjalankan sistem dengan baik, 
petugas pemasyarakatan harus memiliki mental yang baik dan sehat 
dengan memiliki 5 aspek sebagai berikut: 
1. Berfikir realistis 
2. Mempunyai kesadaran diri 
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3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain 
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas 
5. Mampu mengendalikan emosi 
Dalam menjalankan tugas, selain profesional petugas diharapkan 
mampu berinovasi dan tidak selamanya mengikuti prosedur yang ada dan 
tidak juga melanggarnya. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Membedah 
Hukum Progresif : “Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa 
kita bila negara hukum sudah direduksi menjadi negara Undang-undang, 
dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi negara 
prosedur”.12 Sebaik-baiknya prosedur yang ada atau yang sudah 
ditetapkan, dalam pelaksanaannya harus mampu menyesuaikan dengan 
kondisi warga binaan. Mempercayakan sesuatu kepada hukum adalah 
sikap yang tidak realistis dan keliru. Secara empirik terbukti, dalam 
melakukan tugasnya ia selalu membutuhkan bantuan, dukungan dan 
tambahan kekuatan publik.13 Selain itu proses pembinaan itu juga mampu 
melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat  menjadi kaidah atau prinsip 
untuk berbuat baik yang tidak harus melihat hasil  evaluasi dari setiap 
tindakan. Kaidah yang telah melekat pada kodrat manusia dan akan selalu 
menuntut kehendak bebas manusia untuk hanya memilih yang baik dan 
benar. Kebiasaan-kebiasaan itu juga menyangkut tanggung jawab dan 
kewajiban serta sanksi moral, sehingga pada akhirnya kebiasaan-
kebiasaan moral menjadi suatu yang bernilai bagi kehidupan individu dan 
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orang lain dalam tatanan masyarakat, dan tertanam dalam hati nurani 
setiap perilaku moral tersebut.14 
 
D. Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan.15  
Sejak tahun 1964 lalu sistem pembinaan bagi para narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan secara mendasar telah berubah menjadi 
sistem pemasyarakatan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan sistem 
pemenjaraan. Begitupun institusinya, berdasarkan Surat Instruksi Kepala 
Direktorat Nomor J.H.G. 8/506 tanggal 17 juni 1964. Semulah disebut 
Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara kemudian dirubah 
menjadi Lembaga Pemasyarakatan, istilah ini dicetus pertama kali oleh 
Rahardjo, Sh yang menjabat sebagai Menteri kehakiman RI waktu itu. 
Dengan didukung oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 
Dalam proses pemidanaan, lapas mendapat porsi yang sangat 
besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses 
persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan dari pemidanaan 
merupakan penjaraan, membuat pelaku jera melakukan tindak pidana 
lagi, lalu tujuan itu terus berkembang seiring dengan tingkat kebutuhan 
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warga binaan. Begitupun dengan kedisiplinan, stabilitas dalam proses 
pemidanaan yang harus terjaga, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 6 tahun 2013 Tentang Tata 
Tertib Lebaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
 Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan 
juga keikut sertaan masyarakat. Baik dengan mengadakan kerja sama 
dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali 
warga binaan yang telah menyelesaikan pidananya. Hal lain yang juga 
perlu diperhatikan adalah kelengkapan sarana dan prasarana, demi 
kelencaran proses pembinaan yang diharapkan. Sarana dan prasaran 
yang dimaksud diantaranya : 
1.  Sarana Gedung Pemesyarakatan 
Di Indonesia sebagian besar gedung yang dipakai untuk proses 
pembinaan merupakan gedung peninggalan oleh kolonial 
belanda. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi infrastruktur 
yang telah bertahun-tahun dibuat dan hingga sekarang masih 
difungsikan. Gedung yang merupakan representasi dari 
keadaan penghuni di dalamnya, keadaan gedung yang layak 
dapat mendukung  proses pembinaan yang sesuai harapan. 
Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah kapasitas, jangan 
sampai kejadian-kejadian yang pernah terjadi dibeberapa 
daerah terulang kembali. 
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2.  Pembinaan Narapidana 
Bahwa sarana yang tak kalah pentingnya adalah, sarana yang 
menunjang proses pendidikan keterampilan, mulai dari jumlah 
sampai pada jenis alat yang mampu memenuhi kebutuhan 
pembinaan. 
3. Petugas Pembinaan 
Menurut penulis inilah sarana yang paling berpengaruh  bagi 
tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan petugas memiliki 
keahlian, kecakapan dalam menjalankan tugasnya. Secara 
emosional, mampu memahami lebih dalam psikologi para 
narapidana juga merupakan poin penting yang harus dimiliki. 
 
E. Teori Efektivitas Hukum 
Dalam bahasan tentang efektivitas hukum, tentu sangat berkaitan 
dengan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan hukum. Dengan 
demikian maka penegak hukum menjadi faktor utama dalam pembahasan 
efektivitas hukum ini, hal itu disebabkan oleh undang-undang disusun oleh 
penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan 
penegak hukum dianggap sebagai golongan penentu hukum oleh 
masyarakat luas.16  
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Terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai 
pertanyaan, misalnya faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidaknya 
hukum. “Benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru 
menimbulkan kebingungan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya 
hukum?”.17 
Kesadaran hukum, dan ketaatan hukum adalah dua hal yang 
sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan perundang-undangan 
atau aturan hukum dalam masyarakat. 
Sedangkan menurut Krabbe, bahwa : “kesadaran hukum 
sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam 
diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 
diharapkan ada.”18 Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa 
apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap 
jika ditambah unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang 
hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. 
 Ketaatan hukum itu sendiri masih dapat dibedakan dalam 3 jenis, 
seperti yang dikemukakan oleh H.C  Kelman dalam buku Achmad Ali: 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 
pada suatu aturan hanya karna ia takut sanksi. 
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2. Ketaatan yang bersifat identifacation, jika seseorang taat 
terhadap satu aturan karna takut hubungan baiknya dapat 
terganggu.  
3. Ketaatan yang bersifat internalization, jika seorang taat terhadap 
suatu aturan benar-benar karna ia merasa aturan itu sesuai 
dengan nilai intristik yang dianutnya.19 
Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Achmad Ali 
mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu: 
a. Pengetahuan tentang hukum 
b. Pengetahuan tentang isi hukum  
c. Sikap hukum 
d. Pola perilaku hukum20 
Agar suatu undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, Adam 
Podgorecki mengemukakan bahwa di dalam hukum menerapkan hukum 
sebagai sarana untuk mengadakan social engineering diperlukan 
kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 
a. Penggambaran yang baik tentang situasi yang sedang dihadapi. 
b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut 
kedalam tata susunan yang hierarkish sifatnya, dengan cara ini 
maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah 
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 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kaum Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. Yamsir 
Watampone 
20
 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kaum Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. Yamsir 
Watampone 
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penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. 
Artinya, apakah sarana penyembuhnya tidak lebih buruk  dari 
pada hakikatnya. 
c. Verivikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya 
apakah sarana yang telah dipilih bener-benar akan menjamin 
tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak. 
d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang 
dilakukan. 
e. Identifakasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralisir 
efek-efek yang buruk dari peraturan-peratuaran yang di 
perlukan. 
f. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat 
sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.21 
Dengan demikan kemungkinan terjadinya konflik dalam upaya 
mewujudkan efektifitas hukum itu semakin menipis, sebagaimana menurut 
Sorjono Soekanto: “tidaklah mustahil, bahwa antara pembagian 
kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of 
roles)”22 
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 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kaum Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. Yamsir 
Watampone 
22
 Soekanto Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali 
Pers. Jakarta   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu: Lokasi 
Penelitian, Dasar pelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan 
Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan diuraik lebih lanjut. 
 
A. Lokasi Peneelitian 
Lokasi penelitian di Kabupaten Jeneponto dengan objek penelitian 
tentang Efektifitas Hukum Pembinaan Narpidana di Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto. 
 
B.  Dasar Penelitian 
Dasar penelitian ini adalah deskriptif analisa dimana penelitian 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengupulkan informasi mengenai status 
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 
saat penelitian dilakukan. Alasan menggunakan penelitian deskriptif 
adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat, 
mengenai fakta-fakta tentang efektifitas hukum pembinaan narapidana di 
rumah tahanan kelas IIb di Kabupaten Jeneponto. Namun demikian, 
dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian 
yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif  juga dirancang 
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untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu 
variabel kepada variabel lain. 
 
C. Sumber Data   
Pada penelitian ini penulis mengunakan data yang menurut penulis 
sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek 
penelitian, adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
1. Data Primer  
Data primer adalah data pokok dalam proses penelitian dilapangan. 
Dalam penelitian membutuhkan data untuk membuktikan fakta 
dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah observasi 
langsung. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data 
dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasi wawancara dan foto 
kegiatan di lapangan. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data penunjang penelitian. Dalam penelitian, 
peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan 
data dari penelitian sebelumnya berapa buku, jurnal serta sumber 
informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini yaitu: 
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1. Wawancara  
Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara 
merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 
keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. Proses pengumpulan data 
dengan wawancara mendalam  peneliti membaginya menjadi dua tahap 
yaitu, yakni: 
Pertama, peneliti membuat pedoman wawancara yana disusun 
berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya berkembang dalam wawancara. 
Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada yang lebih 
ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan 
dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap 
pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan 
wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah pedoman  observasi 
yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek dan 
pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan 
observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti segera 
mungkin mecatatnya setelah wawancara selesai. Peneliti selanjutnya 
mencari subjek yang sesuai dengan karasteristik subjek penelitian. 
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Sebelum wawancara di laksanakan peneliti bertanya kepada Subjek 
tentang kesiapannya untuk diwawancarai, setelah subjek bersedia untuk 
diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut 
mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. 
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan 
tempat untuk melakukan wawancara dilakukan, peneliti memindahkan 
hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis.selanjutnya 
peneliti melakukan analisis data interprestasi data sesuai dengan 
langakah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di 
akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan 
kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk 
penelitian selanjutnya. 
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar 
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup 
kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang 
dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan 
yang dimaksud. Komponen informan yang akan penulis wawancarai untuk 
pengumpulan data ini adalah: 
 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Jeneponto 
 Narapidana 
 Tersangka atau Terdakwa 
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 Petugas Rumah Tahanan Negara  Kelas IIB Kabupaten 
Jeneponto 
Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan 
kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini 
berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang diperoleh sudah cukup 
untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 
2. Dokumen/Arsip 
 Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data 
dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode 
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari 
sumber non-manusia. Dokumen berguna karna dapat memberikan latar 
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip 
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian 
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. 
Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film 
audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya. 
 
E. Teknik Analisa 
Proses pengumpulan dan analisa data dilakukan pada waktu 
bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus 
menerus sampai pada titik kejenuhan data. Pada tahap ini dilakukan 
proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data  
dari file note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung 
sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, 
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memutuskan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis 
memo. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara 
yang berupa rekaman MP3, field note, dan pengamatan lainya, penulis 
langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih 
teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena 
perbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkatagorisasian 
dan menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu 
penulis dalam menganalisa data dan memasukannya kedalam bab 
pembahasan pada tulisan hasil penelitian. 
 Tahap terakhir peneliti melakukan pencatatan pola-pola, 
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan 
berbagai proposisi. Hal ini akan diverifikasikan dengan temuan-temuan 
data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Proses Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto yang selanjutnya 
disingkat Rutan Jeneponto merupakan salah satu bangunan peninggalan 
Kolonial Belanda yang berfungsi sebagai tempat berjalannya proses 
pemasyarakatan. Terletak di kota tua yang biasanya masyarakat 
Jeneponto menyebutnya Jeneponto Lama atau di Jalan Muh. Ali Gassing 
No. 179, Kelurahan Morno-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten 
Jeneponto.  
Rutan Jeneponto merupakan unit pelaksana teknis di bawah 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan PP No. 58  Tahun 1999. Merupakan lembaga 
pemerintah yang selain berfungsi sebagai tempat untuk merawat tahanan, 
rutan Jeneponto juga berfungsi sebagai tempat untuk membina 
narapidana. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga tertentu 
sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi 
Rutan, begitu pula sebaliknya. 
Sepanjang perjalanannya, rutan Jeneponto terus berkembang 
beriringan dengan tingkat kebutuhan rutan itu sendiri, sebagai upaya 
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mengoptimalkan proses perawatan maupun pembinaan terhadap warga 
binaannya. Sebagaimana menurut penuturan Bapak Muh Anis selaku 
Kepala Staf Pelayanan Tahanan : 
“selama saya ditugaskan di sini, saya menjadi salah seorang saksi 
bagaimana rutan ini terus berkembang, salah satunya adalah 
atribut-atribut kelembagaan, termasuk itu kami menempel visi-misi 
di tempat yang umum tujuannya supaya petugas bisa terus melihat 
dan tahu arti visi-misi itu”23 
 
Memiliki visi dan misi sebagai berikut : 
Visi 
Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 
warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan 
mahluk Tuhan Yang Maha Esa. 
Misi 
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara 
dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 
Bangunan yang berukuran 2.292 m2 dan luas tanah kuseluruhan 
3,494 m2, dengan spesifikasi bangunan sebagai berikut : 
 1 Ruangan Kepala Kantor 
 1 Ruangan Pelayanan Tahanan 
 1 Ruangan Pengelolaan 
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  Wawancara dengan Muhammad Anis, selaku Kepala Staf Pelayanan Tahanan Rutan 
Jeneponto, tanggal 1 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Rutan Jeneponto 
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 1 Ruangan KPR 
 1 Ruangan Bendahara 
 1 Ruangan Kunjungan 
 1 Ruangan Registrasi Kunjungan 
 1 Ruangan Karupam 
 1 Gudang Beras  
 1 Dapur Umur 
 1 Mesjid  
 2 Gudang 
 3 Pos 
 9 Kamar Hunian WBP 
 1 Sel Strap  
 15 Kamar WC/Toilet (termasuk 9 WC dikamar hunian WBP) 
Spesifikasi bangunan di atas mengikuti kebutuhan dalam 
menjalankan program, misalnya setiap petugas mulai dari Kepala Rutan 
diberi fasilitas satu ruangan kerja agar dapat lebih fokus dan profesional 
dalam memimpin, begitupun dengan para kepala staf beserta jajarannya. 
Bangunan yang terdiri dari 9 kamar hunian warga binaan pemasyarakatan 
ini, terbagi menjadi 4 kamar untuk tahanan, 4 kamar untuk narapidana dan 
1 kamar untuk warga binaan perempuan.  
Dalam menjalankan programnya Rutan Jeneponto tetap 
berlandaskan hukum sebagai berikut : 
1. Pancasila     
2. Undang-undang 1945   
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3. KUHP     
4. KUHAP   
5. UU No. 12 Th. 1995 
6. UU No. 3 Th 1997 
7. Peraturan Pemerintah 
8. Keputusan Presiden  
9. Keputusan Menteri 
10. Peraturan Menteri 
11. KeputusanDirjenpas 
Rutan Jeneponto dalam menjalankan programnya bekerjasama 
dengan berbagai pihak, diantaranya : 
1. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang pada 
dasarnya bertujuan untuk memberi rasa nyaman kepada 
masyarakat Jeneponto, Rutan Jeneponto secara rutin 
berkoordinasi dengan pihak lain yang juga memiliki tugas yang 
sama, yakni : 
 POLRI     
 PENGADILAN NEGERI 
 KEJAKSAAN NEGERI  
2. Selain itu, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia 
mulai dari petugas hingga warga binaan terutama dalam 
meningkatkan kesadaran beragama, Rutan Jeneponto melalui 
isi Pasal 9 Ayat 1 dan 2 UU RI No 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan menjalin kerjasama dengan beberapa 
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Departemen guna tercapainya tujuan yang diharapkan. 
Misalnya, dalam upaya membantu warga binaan untuk 
mendalami agama, maka pihak rutan menjadwalkan Belajar 
MTQ dengan mengundang pihak  sebagai fasilitator. Instansi 
pemerintah terkait diantaranya adalah :  
 DEPKES    
 DEPDIKNAS 
 DEPNAKER   
 PEMDA 
 DEPERINDAG    
 DEPAG 
3. Untuk meningkatkan produktifitas warga binaan, Rutan 
Jeneponto juga bekerjasama dengan pihak swasta, 
diantaranya: 
 PERORANGAN 
 KELOMPOK 
 LSM 
 PERUSAHAAN 
Dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan, Rutan Jeneponto 
terus berbenah terutama dalam meningkatkan jumlah petugas. Saat ini 
petugas yang terdaftar berjumlah 38 orang, terbagi menjadi satu orang 
pimpinan dan tiga seksi dan masing-masing seksi dikoordinatori oleh satu 
orang petugas senior. 
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1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto 
Sama dengan pimpinan setiap organisasi pada umumnya, 
pimpinan Rutan Jeneponto adalah dia yang bertanggung jawab 
penuh terhadap keberlangsungan proses perawatan tahanan dan 
pembinaan narapidana. 
2. Seksi Pengelolaan yang berjumlah 7 orang ini, salah satu tugas 
pokoknya adalah perbaikan sarana dan prasarana. Pada dasarnya 
seksi ini bertanggung jawab akan pengawasan sistem 
pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 
yang cukup, serta fasilitas lain yang dibutuhkan dalam menjalankan 
program kelembagaan. 
3. Seksi Pelayanan Tahanan 
Seksi Pelayanan Tahanan yang berjumlah 8 orang ini, bertugas 
untuk menjamin terpenuhinanya hak dan kewajiban warga binaan. 
4. Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) 
Seksi ini terdiri dari 4 staf, 4 kepala regu dan 12 anggota regu. 
Pada dasarnya seksi inilah yang berperan aktif dan sebagai salah 
satu penentu dalam upaya mengefektifkan proses pembinaan.  
Dalam rangka penegakan hukum, keadilan dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rutan 
Jeneponto sangatlah penting, dalam menjalankan prosesnya yang pada 
prinsipnya tidak ada lagi sistem penjaraan karena perkembangan Rutan 
dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sebagaimana 
teori Suparlan dalam Kamus Istilah kesejahteraan Sosial, mengatakan :  
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“Pembinaan merupakan segala usaha dan kegiatan mengenai 
perencanaan, pengorganisasian pembiayaan program, koordinasi 
pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif 
dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal 
mungkin”. 24 
 
Rutan Jeneponto dalam menjalankan proses pembinaan, telah 
menyusun jadwal dan membuat program yang diharapkan mampu 
memberi pengaruh besar kepada warga binaan (jadwal kegiatan 
terlampir), termasuk diantaranya menjamin terjaganya hak dan kewajiban 
dari masing-masing pihak yang ada di dalam rutan, mulai dari petugas 
hingga warga binaan. Salah satu di antaranya adalah proses pendekatan 
kerohanian, Rutan Jeneponto mengadakan kegiatan yang dinamakan 
Belajar BTQ setiap tiga kali seminggu, serta beberapa kegiatan lain lagi 
yang dianggap penting.  
Selain itu ada juga kegiatan lain untuk memicu produktifitas warga 
binaan, Rutan Jeneponto juga mengadakan pelatihan beternak dengan 
bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pihak pembeli hasil ternak. 
Sebagaimana menurut penuturan Bapak Anis, Kepala Staf Pelayanan 
Tahanan : 
“untuk pengembangan dari segi agama, kita mengadakan pelatihan 
Baca Tulis Alquran (BTQ) sedangkan untuk pengembangan 
kemandirian kita melatih mereka untuk beternak, kemudian 
hasilnya kita jual kemakassar”. 25 
Efektifitas pembinaan juga dapat dilihat dari sebarapa dekat 
hubungan antara warga binaan dengan para petugas rutan, dengan 
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  Supyan. 1988. Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial. Jakarta. Pustaka 
25
  Wawancara dengan Muhammad Anis, selaku Kepala Staf Pelayanan Tahanan Rutan 
Jeneponto, tanggal 1 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Rutan Jeneponto 
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demikian hal dasar yang ingin dicapai adalah interaksi yang baik dapat 
terjalin. Namun kondisi tersebut tidak terlihat sama sekali di lapangan, 
yang terjadi adalah keberadaan para petugas seolah menjadi musuh baru 
bagi warga binaan, yang membuat mereka menjadi ketakutan. 
Sebagaimana menurut penuturan Bapak Eddy selaku Staf Pelayan 
Tahanan : 
“pada dasarnya Rutan adalah tempat untuk merawat tahanan, 
ditambah lagi membina, merawat dan membinakan adalah dua hal 
yang baik? Saya selalu kasihan kalau ada warga baru, seolah 
petugas senior sengaja masih memberlakukan sistem kepenjaraan, 
sedangkan sekarangkan sudah sistem pemasyarakatan”26 
 
Diperkuat oleh keterangan bapak Sahabuddin, Narapidana kasus 
pencurian : 
“kalau di dalam kamar kami selalu cerita, kami selalu dibentak baru 
waktu pertama masuk saya selalu lihat ada yang digertak”27 
 
Dari hasil pengamatan terhadap kedua keterangan di atas, 
hubungan antara warga binaan dengan petugas rutan memang tidak 
berjalan dengan baik dan tentunya ini akan memberi pengaruh yang besar 
terhadap proses pembinaan. 
Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga tertentu 
sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi 
Rutan, begitu pula sebaliknya. Warga binaan Rutan Jeneponto yang saat 
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  `Wawancara dengan Eddy, selaku Kepala Staf Pelayanan Tahanan Rutan Jeneponto, 
tanggal 4 Juni 2014 pukul 11.00 wita di Rutan Jeneponto 
27
  `Wawancara dengan Sahabuddin, selaku narapidana kasus pencurian, tanggal 4 Juni 
2014 pukul 12.00 wita di Rutan Jeneponto 
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ini berjumlah 71 orang yang terdiri dari, 28 orang Tahanan dan 43 orang 
Narapidana dan seharusnya Rutan Jeneponto hanya berkafasitas 42 
orang dan diperuntukkan bagi perawatan tahanan saja, jadi saat ini Rutan 
Jeneponto dinyatakan telah mengalami over kafasitas. 
Tabel 1 
Data Jumlah Warga Binaan 
Berdasarkan Kategori Status Penghuni 2 Bulan Terakhir 
No Bulan 
Status penghuni warga 
binaan Total 
Daya 
Tampung 
Kelebihan 
Daya 
Tampung Tahanan  Narapidana  
1 Mei 2014 28 43 71 
42 
29 
2 Juni 2014 28 43 71 29 
 Sumber Data : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab.Jeneponto 
Namun keadaan tersebut tidak memberi pengaruh apa-apa bagi 
warga binaan. Sebagaimana menurut penuturan Bapak Rusal, 
Narapidana :  
“kami pernah diberi tahu oleh pimpinan Rutan bahwa saat ini Rutan 
telah over kafasitas, namun itu tidak berpengaruh dengan kondisi di 
setiap kamar, artinya adalah saat ini setiap kamar  di huni oleh 10 
orang, tapi di dalam kamar kami masih bisa beraktifitas dengan 
leluasa”28 
Sama seperti penuturan bapak Rusal, bapak Judding Tahanan 
kasus Pencurian juga berkata bahwa :  
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  Wawancara dengan Rusal, selaku narapidana, tanggal 5 Juni 2014 pukul 09.00 wita di 
Rutan Jeneponto 
40 
“selama saya berada dalam rutan saya tidak pernah merasa 
berdesakan, saya baru 2 bulan di sini” 29  
 
Namun keterangan berbeda yang dikeluarkan oleh Staf Pelayanan 
Tahanan Bapak Eddy :  
“saat ini Rutan jeneponto sudah over kafasitas, efeknya adalah 
dengan jadwal kegiatan yang sangat padat kami selalu kelabakan 
mengatur warga binaan dan membedakan antara warga binaan 
dan tahanan”30 
 
 Over kafasitas memang telah menjadi resiko pertama yang harus 
dihadapi oleh Rutan Jeneponto, karena keberadaannya yang memiliki dua 
fungsi yakni sebagai tempat untuk merawat tahanan juga sebagai tempat 
untuk membina narapidana.  
 
B.  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembinaan Di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 
Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai 
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 
buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam 
pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban 
dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentigan umum dengan nilai 
kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan inovatisme, dan 
seterusnya. 
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 Wawancara dengan Juddin, selaku tahanan kasus pencurian, tanggal 5 Juni 2014 
pukul 10.00 wita di Rutan Jeneponto 
30
 Wawancara dengan Eddy, selaku Staf Pelayanan Tahanan Rutan Jeneponto, tanggal 
4 Juni 2014 pukul 11.00 wita di Rutan Jeneponto 
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1. Penegakan Hukum 
Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang 
telah diamanahkan oleh undang-undang, dari hasil penelitian, peneliti 
memandang bahwa keserasian tentang pemahaman nilai-nilai yang 
terbangun antara petugas, warga binaan Rutan Jeneponto dengan 
masyarakat luar masih belum tercapai. Hal ini bisa dibuktikan dengan 
beberapa argumentasi pendapat yang tidak sempat di rekam oleh peneliti, 
serta cara berkomunikasi yang terbangun antara semua pihak yang 
dituliskan di atas. 
Termasuk diantaranya adalah pola perilaku yang terjalin antara 
petugas dengan warga binaan yang masih terlalu keras dan sangat 
terbatas, sebagaimana menurut pengamatan peneliti selama di lokasi 
penelitian, sikap petugas yang seolah tidak lagi menganggap bahwa 
warga binaan sebagai manusia yang pada dasarnya baik, salah satu 
contohnya adalah  memperlakukan warga binaan semaunya.  
Dalam hal ini, peneliti menganggap bahwa telah terjadi pergeseran 
pandangan tentang nilai hak dan kewajiban. Sederhanya, petugas 
menganggap bahwa dirinya yang paling berkuasa atas hak kemanusiaan 
warga binaan, dan warga binaan tahu tentang hak dan tanggung jawab 
mereka akan tetapi kewenangan petugas yang membuat mereka tidak 
mampu berbuat apa-apa selain terus tunduk pada perintah petugas.   
Hal-hal yang mendasari terjadinya perbedaan pandangan-
pandangan tentang nilai-nilai di atas salah satunya adalah kurangnya 
pemahaman petugas tentang hak, kewajiban, dan tanggungg jawab 
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petugas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib 
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sehingga 
menyebabkan ketidak serasian antara pendangan tentang nilai, kaidah 
dan pola prilaku. 
  
2. Undang-Undang 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Rutan Jeneponto 
dalam menjalankan sistem pemasyarakartan menggunakan 11 dasar 
hukum, yakni : 
1. Pancasila      
2. Undang-undang 1945    
3. KUHP      
4. KUHAP     
5. UU No. 12 Th. 1995  
6. UU No. 3 Th 1997  
7. Peraturan Pemerintah  
8. Keputusan Presiden  
9. Keputusan Menteri  
10. Keputusan Dirjenpas  
11. Peraturan Menteri 
Terkait pelaksaan undang-undang oleh Rutan Jeneponto, satah 
satu faktor penghambat dalam menjalankan sistem pemasyarakatan 
adalah ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
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mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. Sebagai contohnya adalah isi dari poin ketiga pada Bab II 
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No 6 Tahun 2013 
Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
Negara yang berisi tentang Kewajiban dan Larangan yang ditujukan untuk 
warga binaan.   
Poin ketiga ini berbunyi “patuh, taat dan hormat kepada petugas”, 
dan mengacu pada keterangan petugas Kesatuan Pengaman Rutan dari 
hasil perekaman yang tersembunyi : 
“kalau kau lihat itu poin ketiga, itu yang kupake untuk gertak, 
perintah itu warga binaan, ya tetap ji ikut sama aturan lain iya”31 
 
Tentu ini sangat kontradiktif dengan pengertian petugas yang 
tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU RI No 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan yang berbunyi : 
"petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang 
melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan”32 
 
Pada bagian awal pembahasan, penulis telah menjelaskan secara 
singkat tentang hubungan antara petugas dengan warga binaan yang 
seolah dengan sengaja tidak lagi memandang warga binaan sebagai 
manusia yang pada dasarnya baik. Peneliti berpandangan bahwa, dengan 
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 Rekamanan pembicaraan dengan Satuan Pengamanan Rutan Jeneponto, tanggal 1 
Juni 2014 pukul 10.00 wita di Rutan Jeneponto 
32
 Undang-undang RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
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mengacu pada pernyataan Kanter EY dalam bukunya yang berjudul Etika 
Profesi Hukum : 
“Kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat adalah 
kebebasan yang berkaitan dengan hak-hak koodrati seseorang 
sebagai manusia, yakni hak asasi manusia”. 33 
 
Dengan demikian, makna dari pernyataan di atas adalah seperti 
apapun perilaku seseorang, haknya sebagai manusia yang merdeka 
harus tetap dijaga. Penafsiran yang salah tentang isi dari poin ketiga inilah 
yang membuat petugas semenah-menah dalam menjalankan tugas, 
sehingga akan secara otomatis berpengaruh terhadap psikologi warga 
binaan. 
  
3. Penegak Hukum 
Terkait pembahasan tentang faktor penegak hukum ini, penulis 
mengacu pada kerangka sosiologis yang dijelaskan oleh Soerjono 
Soekanto dalam bukunya berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum. Penulis mengutip salah satu kalimatnya yang 
mengatakan bahwa : 
“tidaklah mustahil, bahwa antara pembagian kedudukan dan 
peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles) ”34 
 
 Artinya adalah potensi akan terjadinya konflik di dalam suatu 
kelompok sangatlah besar, apa bila orang-orang di dalamnya tidak 
                                                           
 
33
 Kanter, E.Y. 2001. Etika Profesi Hukum. Jakarta. Storia grafiak 
34
 Soerjono Soekanto . Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali 
Pers. Jakarta.   
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mengetahui batasan-batasan tertentu dalam menjalin hubungan dengan 
satu sama lain. Sumber daya manusia yang ada di dalam Rutan 
Jeneponto dalam hal ini petugas, secara kompetensi sebenarnya sudah 
memadai, sebagaimana keterangan Bapak Eddy, Staf Pelayanan 
Tahanan : 
“Jumlah petugas di sini adalah 38 orang, 35 di antaranya adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan 3 di antaranya adalah CPNS yang di 
tempatkan dimasing-masing seksi, sebelum kami terjun langsung 
dalam proses pembinaan, kami telah melalui tahapan pelatihan 
sebagai bekal untuk menjalankan sistem pembinaan”35 
 
Namun kemampuan mereka itu tidak dapat teraktual dengan baik, 
sehingga berdampak pada pola komunikasi yang sangat keras. Selain itu, 
dalam menjalakan sistem pemasyarakatan, terdapat juga tim pemeriksa 
hukuman disiplin yang selanjutnya disebut tim pemeriksa yang dibentuk 
oleh Kepala Rutan Jeneponto untuk melakukan serangkaian tindakan 
pemeriksaan terhadap narapidana atau tahanan yang diduga melakukan 
pelanggaran.  
Dari hasil wawancara dengan Ibu Basman yang merupakan Staf 
Kesatuan Pengamanan Rutan, beliau menuturkan : 
“sejauh ini, tim itu memang ada tapi kalau berurusan dengan warga 
binaan yang melanggar, itu dari KPR ji yang selalu ambil alih”36 
 
Dari hasil wawancara di atas, Rutan Jeneponto memang tidak 
begitu memperhatikan hal-hal pokok yang telah diamanahkan oleh 
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   Wawancara dengan Eddy, selaku Staf Pelayanan Tahanan Rutan Jeneponto, 
tanggal 4 Juni 2014 pukul 11.00 wita di Rutan Jeneponto 
36
   Wawancara dengan Basman, selaku Staf Satuan Pengaman Rutan Jeneponto, 
tanggal 7Juni 2014 pukul 11.00 wita di Rutan Jeneponto 
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undang-undang atau aturan lain yang bentuk oleh Kepala Rutan 
Jeneponto. Tim pemeriksa yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk 
menjaga stabilitas proses pembinaan ternyata tidak berjalan dengan baik. 
 
4. Sarana Atau Fasilitas 
Dalam menjalankan sistem pembinaan, Rutan Jeneponto masih 
banyak menemui hambatan, terutama dalam hal fasilitas. Hingga saat ini, 
Rutan Jeneponto memiliki fasilitas sebagai berikut : 
  1 Ruangan Kepala Kantor 
 1 Ruangan Pelayanan Tahanan 
 1 Ruangan Pengelolaan 
 1 Ruangan KPR 
 1 Ruangan Bendahara 
 1 Ruangan Kunjungan 
 1 Ruangan Registrasi Kunjungan 
 1 Ruangan Karupam 
 1 Gudang Beras  
 1 Dapur Umur 
 1 Mesjid  
 2 Gudang 
 3 Pos 
 9 Kamar Hunian WBP 
 1 Sel Strap  
 15 Kamar WC/Toilet (termasuk 9 WC dikamar hunian WBP) 
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Dengan jumlah warga binaan yang mencapai hingga 72 orang, dan 
hanya memiliki 9 kamar hunian lalu dibagi menjadi 4 kamar untuk 
tahanan, 4 kamar untuk narapidana dan 1 kamar tersisa ini diperuntukkan 
bagi warga binaan perempuan. Tentu dengan kondisi seperti ini, kita 
sudah dapat menggambarkan bahwa Rutan Jeneponto sangat padat dan 
dampak lain yang sewaktu-waktu bisa terjadi adalak konflik antar warga 
binaan. 
Fasilitas yang digunakan dalam hal pembinaan kemandirian 
sebagimana menurut keterangan Kepala Staf Pelayanan Tahanan, Bapak 
Muhammad Anis : 
“untuk pengembangan dari segi agama, kita mengadakan pelatihan 
Baca Tulis Alquran (BTQ) sedangkan untuk pengembangan 
kemandirian kita melatih mereka untuk beternak, kemudian 
hasilnya kita jual kemakassar”37  
 
Peneliti dapat melihat langsung kandang ternak yang dimaksud, 
hanya saja peneliti dilarang keras untuk mengambil gambar. Peneliti 
sangat menyayangkan fasilitas yang disiapkan oleh pihak rutan sebab 
hanya berjumlah satu  buah kandang ayam yang diperuntukkan bagi 
semua warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti 
pelatihan.  
Selain itu, peneliti tidak lagi melihat fasilitas lain yang dianggap 
layak untuk dijadikan alat atau tempat untuk beraktifias produktif, dengan 
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   Wawancara dengan Muhammad Anis, selaku Kepala Staf Pelayanan Tahanan 
Rutan Jeneponto, tanggal 1 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Rutan Jeneponto 
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kondisi seperti ini proses pembinaan di Rutan Jeneponto tidak akan 
berjalan dengan baik. 
 
5. Faktor Kebudayaan 
Terkait faktor kebudayaan ini, Rutan Jeneponto yang merupakan 
satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan 
proses pembinaan terhadap warga binaan, dan menurut data yang 
terkumpul, mulai dari petugas hingga warga binaan yang ada di dalam 
rutan itu hampir seluruhnya merupakan warga asli Jeneponto. 
Sebagaimana menurut data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Jeneponto, jumlah penduduk jeneponto adalah 342.700 jiwa, 
dan penghuni Rutan Jeneponto berjumlah 72 orang. Jumlah dan sebaran 
penduduk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2011 
Terlampir. Sehingga disatu sisi proses pembinaan akan mudah bisa 
terlaksana dan di sisi lain adanya kesamaan karakter antara petugas 
dengan warga binaan ini akan menjadi penghambat dalam menjalankan 
proses pembinaan.  
Sebagai contoh, proses pembinaan akan berjalan dengan baik jika 
budaya kekeluargaan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, misalnya 
petugas rutan dalam menjalakan tugas semata-mata untuk mewujudkan 
tujuan dari sistem pamasyarakatan. Serta menghilangkan arogansinya 
sebagai pelaksana, hingga budaya kekeluargaan ini bisa terjalin dengan 
baik dan tidak ada lagi rasa takut yang dirasakan oleh warga binaan. 
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Di sisi lain, fakor budaya ini akan menjadi masalah tersendiri yang 
harus dihadapi oleh petugas. Misalnya, menurut pengamatan peneliti 
selama berada di lokasi penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
budaya kekeluargaan juga menjadi salah satu penghambat dalam 
menjalankan sistem pemasyarakatan. Isi dari Peraturan Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia RI No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib 
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pada Bab II 
Kewajiban Dan Larangan, yang isinya “patuh, taat dan hormat kepada 
petugas”.  
Dibutuhkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, jika petugas 
tetap mengacu pada poin di atas secara otomatis budaya kekeluargaan 
akan hilang dan akan berdampak pada sikap semena-mena kepada 
warga bianaan. Namun sebaliknya, jika petugas mengenyampingkan 
substansi dari poin 3 di atas, maka petugas akan dinilai tidak profesional.  
Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan 
permasalahan yang dihadapi pihak Rumah Tahanan Negara yang penulis 
temukan dalam penelitian, maka dari itu penulis berpandangan bahwa 
proses pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Kabupaten Jeneponto belum efektif. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh 
dari hasil penelitian dan pengumpulan data selama di lapangan, terkait 
proses pembinaan narapidana di Rutan Jeneponto.  
1. Proses Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara                  
Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 
a. Proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Rutan 
Jeneponto sebagai unit pelaksana teknis di bawah 
Direktorat Jenderah Departeman Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan PP No 58 Tahun 1999, dan 
berjalan sejak puluhan tahun lalu adalah salah satu 
upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang masih 
sering terjadi di Jeneponto. 
b. Rutan Jeneponto memiliki dua fungsi yaitu sebagai 
tempat merawat tahanan, Rutan Jeneponto juga 
merupakan tempat untuk membina narapidana, yang 
diharapkan mampu membantu instansi penegak hukum 
lainnya dalam upaya menjamin ketentraman, keamanan 
bagi masyarakat Jeneponto.  
c. Pada dasarnya Rutan Jeneponto telah berupaya 
mengembangkan diri dalam manjalankan proses 
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pemasyarakatan, namun upaya ini masih belum dapat 
dirasakan dengan baik. 
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembinaan 
Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB KAbupaten 
Jeneponto    
a. Kuantitas petugas yang tidak berbanding lurus dengan 
kualitas kinerja petugas rutan. 
b. Masih berlangsungnya program pembinaan yang masih 
mengenyampingkan sisi kemanusiaan warga binaan. 
c. Sejauh ini Rutan Jeneponto masih belum menunjukan 
inovasi dalam rangka pencapaian tujuan dari proses 
pembinaan, yakni merawat, membina, mendidik, serta 
mengembalikan rasa percaya diri warga binaan. 
d. Saat ini Rutan Jeneponto masih saja over kapasitas, 
warga binaan Rutan  Jeneponto yang hingga saat ini 
berjumlah 71 orang sedangkan kapasitas yang 
seharusnya adalah hanya untuk 42 orang.  
e. Selain itu sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
produktifitas warga binaan yang masih saja sangat 
minim.  
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B.     Saran 
1. Sebagai unit pelaksana teknis, Rutan Jeneponto diharapkan terus 
mampu berinovasi dalam menjalankan proses pembinaan, 
terutama dalam hal pelayanan. 
2. Petugas rutan dan warga binaan harus mampu bekerja sama lebih 
baik lagi, lebih mengerti hak dan tanggung jawab masing-masing, 
serta mampu menyelaraskan sistem pembinaan menurut undang-
undang dengan budaya kekeluargaan masyarakat Jeneponto yang 
masih sangat kental. 
3. Fasilitas yang memadai akan selalu memberi pengaruh yang besar 
terhadap proses berjalannya pembinaan, Rutan Jeneponto 
harusnya lebih memperhatikan lagi hal seperti itu. 
4. Program-program yang bersifat edukatif baiknya selalu diberikan 
kepada warga binaan, sebagaimana tujuan dari proses 
pemasyarakatan. 
5. Koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya harus lebih 
baik lagi. 
6. Koordinasi dengan pemerintah setempat selaku fasilitator dalam 
rangka proses pembinaan harus lebih baik lagi. 
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Jumlah dan Sebaran Penduduk Tiap-Tiap Kecamatan 
di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2011 
 
Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Penduduk (Jiwa) 
Bangkala 
BangkalaBarat 
Tamalatea 
Bontoramba 
Binamu 
Turatea 
Batang 
Arungkeke 
Tarowang 
Kelara 
Rumbia 
121,82 
152,96 
57,58 
88,30 
69,49 
53,76 
33,04 
29,91 
40,68 
43,95 
58,30 
46.859 
26.340 
40.351 
34.975 
52.420 
29.919 
19.192 
18.233 
22.337 
26.440 
22.634 
JUMLAH TOTAL 749,79 342.700 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, (SP 2011) 
 
 
